
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Open
 
Tinjauan yuridis pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara
terkait dengan kedudukan pemerintah sebagai pemegang saham : studi
kasus PT Asuransi Kredit Indonesia
Deane Nurmawanti, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20291147&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan

pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan

investasi PT Askrindo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang

saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan

pemerintah sebagai pemegang saham tunggal, maka keputusan Menteri BUMN dipersamakan dengan

RUPS. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS baik yang

dilakukan karena lampaunya masa jabatan maupun karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan

perundang-undangan. Dalam kasus PT Askrindo, dimana Pemberhentian dilakukan karena adanya kesalahan

investasi, proses dan mekanismenya harus mengacu pada 3 ketentuan, yaitu UUPT, Peraturan BUMN dan

Peraturan Perasuransian. Metode dalam skripsi ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada

sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

......This thesis is discuss about the dismissal process of directors on State-Owned Enterprises regarding to

Goverment Posisiton as a shareholder. This thesis Conducting the case study of dismissal process on finance

investment director of PT Asuransi Kredit Indonesia. In the process of dismiss, the goverment take position

as a sole shareholder, which the law stated that if the company have government as a sole shareholder, the

decision of the Minister BUMN equalized with General Meeting of Shareholders (GMS). This matter suit to

the dismissal provision in company law, which only allow to conduct by the GMS, whether it is done

because the lapse of the term of office or for reasons which justified by the law. In the case of PT Askrindo

where the dismissal done because of wrong investment, the process and mechanism should refer to the three

provisions. That is the Company Law, Regulations on State Owned Enterprises (BUMN) and Regulation on

Insurance Company. The methods form in this thesis is normative juridical, therefore do based on literature

sources and interviews conducted with the parties concerned.
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